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BUPATI TIMOR TENGAH UTAR4

PROVINSI NIJSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH I{AI3UPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR 8 TAHUN 2018 
I

'I'ENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIN{OR. TENGAH UTARA,

Merrirnbang

Mengingat

a. bahwa derlam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 115
Undang Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentan€I
Kesehatan. mewajibkan Pemerintah Daerah menetapkan
kawasan tanpa rckok;

b. bahwa dalam rangka mencegah dampak negatif
penggurraaan rokok, baik langeung rnaupun tidak
langsung, terhaclap kesehatan serta menghormati hak
aeaei rnanrrsia, perlu pengaturan mengenai ruangan atall
rrrtr ya,ng dlnyatekln dllrra,ng untr:k kcgleta.n rnerokok,

- kegiatan merr-iual rlan/atau memPromosikan fokok;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada hurrf a, clarr hurtrf b perlu membentuk Peraturan
' Daerah t-entang Kawasan Tanpa Rokok;

1. Pasal 18 aya.t (C:) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahuri 1945;

2. Undang-lJndang Nomor 69. Tahun lg5g tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan- Nusa Tenggtrra Timur (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahirn igs8 Nomor r22, Tambahan Lembaran

- I"eTa Republik lndorresia Nomor 1655);3. undang-undanq l\ornor 36 Tahun 2oo9 tentang Kesehatan
(L,embaran Negarrer Republik Indonesia Tahun Coog Nomor
L44, Tam.bahan l.,ernbaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 5063):
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesi.a Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diutrah beberapa kali terakhir Undang Undang
Nomor I Tahun 2015 tentang Perubahan Kedu Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun - 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 567911'

5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam
Negeri 188/MENKES/PB/ | l2O 1 1, NOMOR 7 Tahun 201 1

tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
dan

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

MENIU1'USKAN :

Menetaptran I' rERATURAN DAERAH TENTANG KAwAbnN reNPA RoKoK

BAB I
KETEN'TUAN UMUM i

Paszrl 1

Dalarn PEraturan Daerah ini yang dirnaks\rd dengan :

1- Daerah adalah Kabupaten 1'imor Tengah Utara.
2. PernerintaH Daerah adalah Pemerintah Kabr:paten Timor Tengah Utara.
3. Burpati adalah Br:pati Timor Tengal: Utara.
4. Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD ada-lah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Lrrusan

pemertntahan dalarn bidang Kesehatan di Kabupaten Tirnor Tengah Utara.
6. Satuan Polisi Parnong Praja yang selanjutnya disingkat SatPOLPP adalah

Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam
bidang keamanan dan ketertibarr di Kabupaten Tinror iengah Utara.7. Kesehata[*ada]ah keadaan sehat, baik secara fisik, -mental, spiritual
malrplrn sosial yang memr-rngkinkan setiap orang untuk hidup produktif
secara sosial dan ekonomis.

8. Kawasan Tanpa-.Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan
atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan rnerokok atau kegialan
memproduksi, menjual, mengiklankan, danT mempromosikan pioduk
tembakau.

9. Rokok adala.t. salah satu prodr.rk tembakau yang dimaksudkan untuk
dibakar dan dihisap dan/ertaui cljhi:r.rp asapnya, termasuk rokok kretek,
rokok putif.l, cerutu atau bcntuk tainnya i"rig dihasilkan dari tanaman
nicotiana tabacum, nicotiana rustica, d; jp.ril" Iainnya atau sintetisnya
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yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa baha:r
tambatran.

10. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yanll
digunakan r:ntrrk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak,
tempat pengasuhan anak, dan arena bermain anak-anak.

1.1. Tempat ibadah adalah bangunan atau nrarrg tertutup yang rnemiliki ciri-ciri
tertentu yang khusus digunakan untuk beribadah baji para pemeluk
masing-masing agarna secara perrnanen, tidak termasuk tempat ibadah
keluarga, seperti rnasjid, musirola, gereja, kapela, pura, wihara,' dan
kelenteng.

12. Anglnrtan'Umum adalah alat a.rrgkutan bagi masyarakat yang dapat berupa
kendaraan darat, dan udara vang rnenggunakannya dengan kompensasi.

13. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup ata-rr terbuka,
bergerak atau tetap dimana tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan
di mana terdapat sr:mber atar-r sumber-sumber bahaya, seperti pabrik,
perkantorarl, ruang rapat, dan rrzurg sidang/seminar.

14. Tempat umum adalah sem\ra ternpat tertutup yang dapat diakses oleh
masyarakat urnum danT'atatr tempat yang dapat dimanfaatkan bersarna-
sama untuk kegiatan masyaral<at yang dikelola oleh pernerintah daerah,
swasta, dan rnasyarakac, sepcrti hotel, restoran, bioskop, pusat
perbelanjaan, mall, dan pasar sir,alayan.

15. Tenrpat lain yang ditetapkan adalah tempat terbuka tertentu yang
dirnanfaatkan bersama- sama untuk kegiatan masyarakat.

16. Pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang
yang karena jabatannya memimpin dan/atanr bertanggrrngjawab atas
kegiatan dan/atau r:saha dikarvasar yanB ditetapkan sebagai Kawasan
Tanpa Rokok.

t7. Jaian utama/protokol adalah jalan utarxra yang ditetapkan sebagai
Kawasan Tanpa Rokok.

18. Jalan utarfiri./protokol adalah jalan utama yang ditetapkan oleh pemerintah
daerah melalui peraturan claerah.

19. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2A, Ibu Hamil adalah keadaan',vanita yang sedang mengandung janin di dalam
rahimnya'

BAB Ii

ASAS MAKSUD I]AN TUJUAN

Bagi.an Kesatu

Asa-s

Pasal 2

Pera.turan daeratr ini bersasakan :

a. kepentingan }ualitas kesehatan rnanusia;
b. kemanfaetan urnum;
e. keterpaduan dan keserasian;
d. kelestarian dan keberlanjutari;
e. partisipatif;
f. keseimbangan;
g. keadilan;
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h. perlindungan hulnrm;
i. keterbukaan dan Peran Serta masyarakat;dan Ij. a1n:ntabilitasi.

Bagian I(edua

Maksud

Pasal 3

Penetapan KTR bermaksud uruuk mengatur penggunaan bahan yang
mengandung zat adiktif berupa rokok agar tidak mengganggu dan
rnembahayakan kesehatan perorangan,keluarga masyarakat dan lingkungan di
daerah.

Bagi;rn Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Penetapan I(TR bertujuan unttrk:
a. menciptakan ruang dan lingkungan :leurlg bersih dan sehat;
b. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyaralcat, dan lingkunggan

dari bahaye batran yang mengandung kerulnogon dan zat adtktlf dalarn
produk tembakau yang clapat menyebabkan penyakit, kematian dan
menrlrunkan kualitas hidup ;

c. melindungi pendudr:k usia produktif, anak, remqia, dan ibu hamil dari
dorongan linglnrngan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi
penggunaan terhadap ba.han yang mengandung zat adiktif berupa produk
tembakau; *"

d. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya
merokok dan manfaat hidup tanpat rokok; dan

e. rnelindr:ngi kesetratan masyarakat dari asa.p rokok orang lain.

BAB III
Ptr}JETIAPAN KTR

Bagiiln Kesatu

Umum

Presal 5

(1) Pemerintatr Daeratr menetapkan KTR melipuLi :

a. fasilitas pelayanan kesehatarl urrgkat dasar dan rujukan;
b. tempat proses belajar mengajar;
c. tempat anak bermain;
d. tempat ibadah;
e. anglnrtarr tf,nir\lm;
f. tempat kerja; dan
g. tempat umrun dan tempat lain yang clitetapkan.

(2) Ketentuan lebih lTrlrr! mengenai vrJt<anisme dan tatucara penetapan KTRsebagaimana dimaksud padiayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.
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Ragian Kedua
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Dasar dan Rujukan

Pasa1 6
(1) Fasilitas pelayanan kesehata.n tingkat dasar sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (1) huruf a melipuLi :

a. pusat kesehatan masyai'akat;
b. pusat.keshatan masyarakar- i;embantu;
c. poskesehatan desa;dan
d. pos bersalin desa.

(2) Fasilitas pelayanan keselratan nrjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l
5 hunrf a adalah Rumah Sakit Umum Daerah dan Swasta

Bag,ian Ketiga
Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 7
(1) Tempat Soses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1) hurrf b meliputi :

a. pendidikan anak usia clinr;
b. taman kanak -kanak;
c. seklah dasar /sekolah dasar luar biasalMl;
d. sekokalah menengah pertanra/MT;
e. sekolah menegah atas/ssekolah menegah kejuruan/MA;dan
f. perguruan tinggi.

Ragian Keempat
Tempat Anak Bermain

Pasal 8
(1) Tempat Anak Bermain sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c

rneliprrti :

a. kelompok bermain;dan
b.taman Berr,nain.

Bagian Kelima
'r'empat Ibadah

Tempat Ibadai selragalrnana dir:rak.Ie-*t3* pasa.t S ayat (1) hunrf d melipr:ti :

a. gereja/kapela;
b. masjid/mushola;
c. pura;
d. wihara;dan
e. tannan doa.

I3agian Keenam

Angkutan Umum
I)asal 10

Angkutan Umum sebagaimana climaksud dalam Pasal S ayat
meliputi:

a. anglnrtan umum dalam kota;
b. angln:tan umum pedesaan;dar:
c. angkutan umum antar wilayah.

(1) huruf e

c



Bagian Ketujuh

Tempat Kerja;

Pasal 1 1

Tempat Kerjalebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f meliputi :

a. kantor pemerintahan;
b. kantor swasta;

Bagian Kedelapan

Tempat Umum da'r Tempat Lain Yang Ditetapkan

Pasal 12

(1) Tempat Urnum dan Tempat Lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) hunrf g nreliputi :

a. tempat wisata;
b. pasar;
c. terminal angkutan darat;dern
d. dan lain-lain fasilitas rlmum.

(2) Ketentuan lebih lanjut rnengenai fasilitas umum lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

BAT} IV

KEWAJIBAN

Pasal 13

(t) Pimpinan Lembaga Pemerintteh maupun Swasta wajib menetapkan KTR di
Tempat klrr:errs untr-rk rnerokok di r,vilayahnya' 

r

(2) 'Iempat khusr":.s untuk merokok sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) hanrs
menrpakan nrang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar.

s' Pasal 14
:

(1) Tempat ya::lg telah ditetapkarr scbagai tempat KTR sebagai dirnaksud dalarn
Pagal 13 ayat (1) wqiib dipaeang tanda larangan merokok.

(2) ?anda-tanda larangan sebagairnnna dimaksud pada ayat (1) dipasang di
pintu masuk dan lokasi-lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah
terlihat dan:terbaca.

(3) Pemasangan tanda - tanda Ja:'itngan sebagaimana dimaksud pada ayat (1.)
meqi adi tanggungi awab pirnpi na.n I ernba.ga pernerlntah rnar:pun swasta.

BAE} V

LARANGAN

t)asal 15

setiap orang dilarang menjual produk tembakau berupa rokok :a. menggunat<an mesin layan diri;
b. kepada anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun; danc. kepada perempuan hamil.
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Pasal 16

(1) Larangan kegiatan menjual, mengiklankan, dan mempromosikan produk
tembakau tidak berlalnr bagi tempat yang diguna"kan untr:k kegiatan
penJrralan produk tembakau di lingkungan KTR.

(2) Lara-rrgan kegiatan memproduksi produk tembakau tidak berlakrr betgi
tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi produk tembakau di
linglnrngan kawasan tanpa rokok.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian kesatu

Pembinaan

Pasal 17

Bupati melalnrkan pembinaan atas penyelenggaran KTR dengan cara:
a. rrr-ewujudkan KTR;
b. mencegah perokok pemula dan melakukan konseling untuk tidak merokok,

memberikan informasi, edukasi dan pengemb€rngan kemarnpuan masyarakat
r:ntuk berperilaln: hidup sehat.

c. bekerja sar:na dengan badan/atau lembaga internasional atau organisasi
kemasyarakatan untuk menyelenggarakan KTR;

d. memberikan penghargaan kepada orErng dan lembaga yang telah berjasa
dalam membantu penyelenggaraan KTR.

(1)

(21

(1)
(2)

(3)

(4)

Pasal 18

Bupati melakukan upaya pembangunan dalam rangka diversifikasi produk
tembaketfyarry pengguna.annya alcan membewe mrnf,aat bagi kerehatan.
Dlvcrelflkaal sebagalmana dinraksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan
mellbatkan peran serta masyarakat sebagai upaya rnelindr,rngi kelestarian
tanaman tembakau.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 19

Bupati melakukan pengarr/a.san atas penyelenggaraan KTR.
?dq" ranglra pengawasan sebagaimana dlmalrsud pada ayat (I), Bupati
dapat mengambil tindat<an aCrninistratif terhadap penlelenggiaraan KTR.
F-:P"!i melakukan pembinaan dan pengawasan tir.hidap ftnyelenggaraan
KTR di desa/kelurahan.
Dalam melal<ukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelengga.raan
KTR sebagaima dimaksud parJa pacla iyat (2) bupati aaplt metimplhtan
kepada camat.

Pasal 20
(1) Bupati menEnjuk SaIPOLPP y-ang tugas pokok dan fungsinya di bidang

ketenteraman dan ketertiban untuk melakukan pJrrg.*asr.r, ataspelaksanaan ketentuan tentang penjualan, iklan, ,porr.or, dan kawasantanpa rokok sebagaiman dimaksud dalam pasal t3, palal 14 dan pasal 16.
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(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk
mengetahui ketaatan:
a. setiap orang terhadap ketentuan tentang penjualan, iklart, sponsor, dan

KTR; dan
b. pimpinan atau penanggunglawab KTR terhadap ketentuan

penyelonggataalt KTR. t

(3) Dalam melaksanakan tuga.s pengawasan sebagaimana dirnaksud pada a5,a1
(1), perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang
ketenteraman dan ketertiban melakukan koordinasi dengan pimpinan atau
penaraggungjawab KTR.

Pasal 21

SatPOLPP berwenang :

a". mengawasi pelalsanaan keterrtua.n tentang penjualan, pernasangan iklan,
dan sponsor, sebagaimana dirnerksud dalam Pasal 2O;

b. memaeuki KIR, kantor pimpinan atau p,enanggungjawab KTR, dan/atau
tempat-tempat tertentu;

c. meminta keterangan kepacla pimpinan atau penanggung jawab KTR, petugas
pengawas KTR, dan setiap orang yang diperlukan;

d. menrotret atau membuat rekaman audio visual;
e. memuat salinan dari dokumen da.n/atau memuat catatan yang diperlukan;
f. menegur pimpinan atau penanggungjawab KTR yang melakukan

pelanggaran;
g, memerintbhkan pimpinan penanggr.rngjawab KTR untuk melakukan sesuatu

atau tidak rnelakukan; dan
h. menghentikan pelanggaran cii I(lR.

Pasal 22

(1) Pimpinan atau perxarrggungjawab KTR wqjib melakukan pengawasan
tertradap setiap orang yang merohok, memproduksi, menjual, mengiklankan,
dan/ataurmempromosikan produk tembakau di KTR .

(2) Ddam melaksalrakan tugas pengaln'asan sebagairnana dirnaksrrd pada ayat
(1) Pimpinan atarr penanBglrngiau,ab KTR benvenang :

4,. menegur setiap orang yang merokok, memproduksi menjuerl,
mengiklankan, dan/atau n-renlprorlosikan produk tembakau di KTR yang
menjadi wilayah keianya, kecuali bagi tempat yang digunakan untuk
kegiatan penjulan dan produk si produlitemUat<au 

-sebagaimana 
dimaksud

dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3);
b. memerintahkan setiap ()ra,lg yar1,g tidak mengindahkan teguran

sebagairnana dimaksud pacla ayat (1) hur-uf a, untuk meninggalkan KTR;
c. menghehtiltan- penjualan, iklan, dan/atau promosi produk tembakau

sebagaimana dimaksud pacie ayat (1) huruf a;dan
d. pimpinan atau penanggLlng jawab I(TR dapat rnerrunjuk petrrgas yang

diberi kewenangan khusus L:ntr.rk melalnrkan pengr.*i."* -sebigaimanl
pada ayat (21 .
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Pasal 23

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian iklan produk tembakau yang
dilat<ukan pada media luar ru:,rng.

(2) PengendAlian iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
antara lain :
a. mencantrrmkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan

besar paling sedikit 10 9/o (sepuluh persen) dari total durasi iklan
dan/ata.u LS o/o (lima belas persen) dari total luas iklan;

b. mencantumkan tulisan " 1E+ ' dalarn iklan produk tembakau;
c. tidak memperagakan, rnenggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau

bentuk rokok atau sebutan lain yang dapat disosialisasikan dengan
merek produk tembaka.u;

d. tidak.mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalatr rokok;
e. tidak rrrenggarnbarkarr atar-r rrrenyarankan batrwri. rnerokok rnemberikan

rnanfaat bagi kesehatan;
tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
tidak merangsang ataLr menyarankan orang untuk merokok;
tidak menampilkan anak, rernaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk
gambar dan/atau tulisan ;

i. tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita harnil;
j. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; dan
k. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat;

(3) Pemasarr$ri'iklan produk ternbakau sebagaimana dimaksud pada (2) harus
memenr.lhi ketentuan sebagai berikut :

a. tidak diletakan di I/JR;
b. Udak diletakan di jalan utama atau protokol;
c. hartrs diletakan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong

jalan atau melintangf
d. tidak boleh melebihi ukur+rn 72 m2 ( tujuh puluh dua meter persegi);
e. tidak boleh melanggar ketcntuan tata ruang wilayall daerah.

Pasal 24

f.
ot'
h.

Dalam rangka memenuhi a]<ses ketersediaan inforrnaei dan edukasi kesehatan
mrryard<at, Pcmcrhrtah Daerah rnenyelenggarakan lkla,n layanan rnasyarakat
mengenai bahaya menggunakan rokok melalui media ceetak dan elektronik.

Pasal 25

(1) Setiap or?ng yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembaksru
yang mensPonsori suatu kegiata-n lembaga dan atau perorangan hanya dapatdilakulffirr dengan ketenhran sebagai berikr.rt :a' tidak menggunakan nama merek dagang dan logo produk tembakau

terrnasuk brand irnage proCuk ternbakau;b. tidak bertujuan unhrk memproroosikan produk tembal<au.(2) Sponsor sebagaimana dirnaksud pada uvlt (1) dilarang untuk kegiatanlembaga dan/atau perorangan I,angdiliputi media.
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Pasal 26
Setiap penyalenggaraan kcgiatan yang disponsori oleh produk tembakau

da5/atau- 6ertr5uan--untuk mempromosikan produk tembakau dilarang
mengikut sertakan anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasel 27

(1) lilasyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan tempat atau
lingkungan yang bersih dan seheJ serta bebas dari asap rokok.

(21 Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dalarn bentuk:
a. pengatrrran KTR di lingtcungan masing-masing;
b. penyampaian sa.ran, masukan, dan pendapat dalam penetapan,

pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan KTR; dan
c. keilnrtsertaan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian

penyelenggaraan KTR m elalui pengawasan sosial.

Pasai 28

(1)

{2t

Pemerintah Daerah memfasilitasi tumbuhnya peran serta masyarakat
sebagaimana dimaksud dalanr Pasal 26.
Fasilitas yang diberikan Pcmerintah Daerah sebagaimana dimaksr:d pacta
ayat (1) aapit diberikan dalarn bentuk penyediaan bantttan, baik dana
mauprrn dalam bentr:k lain yang diperlukan bagi terwujudnya KTR.

BAB VIII
SANKSi ADMINISTRATIF

Pasal 29

Setiap orang yang mengiklankan produk tembakau di media luar ruang
dan/atau mensponsori suatr: kegiaten lembaga dan/atarr perorangan ya.ng
tldak sesual dcngan ketentuan-ketentr:an sebagaimana dirnaksr:d dalarn Pasal
23 dan Pasal 25 dikenakan sanP;si arlministratif bempa :

a. teglrran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penarikan dranlatau perbaikan iklan; dan/atau
d. pelarangan sernentara mengiklankan produk tembakau yang bersangkutan

pada pela,nggaran ber"r-rlang atau pcrr,rnggaran berat.

Pasal 30

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagainrana dimaksud dalam
Pasal L3 dikenakan sanksi administrasi berupa tegrrran untuk mematuhi
aturan.

(2) Dalam, hal Jeguran seb4,gainaana dimaksud pada ayat (1) ridak dihiraukan,
mal<El l<epada pelanggar diperinrahkan untuk-meninggalk; KTR.
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Pasal 31

Pimpinan atau PenanggungjawaLr K'l'R yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasai 2,2 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32
(1) Pimpinan atau penanggung jawab KTR yang melanggar ketentuan

sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dikenakan sanksi
administrasi berupa teguran tertulis oleh Bupati untuk memenuhi
kewajibannya dalam jangka rvakLu tertentu.

(2) Dafam hal pelanggaran sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
pimpinan atau penanggungiawab KTR di linglnrngan Pemerintah Da.eradr,
maka pimpinan atau penangflrngiawab KTR dirnaksud dikenakan san]<si
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasiri 33

(1) Petugas pengawas K'I'R sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 22 ayat (2)
hunrf d yang melanggar Persal 23 dikenakan sanksi oleh pimpinan atau
penanggungiawab KTR sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(2) Dalam hal pelanggaran dilalukan oleh petugas pengawas KTR yang
merupakan pegawai negeri sipil di linglnrngan pemerintah daerah, sanksi
dijatuhkarr oleh Bupati sesr-ai clengarr peraturan perrrndarrg-undangan yartg
berlaku.

BAB IX

KtrTEI{TUAN PEIYYIDIKAN

Pasal 34
tr'

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di tingkungan pemerintah
daeratr dlberi wewenang klmsus sebagai penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Unda.ng
Flukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidikan sebagaimatra dimaksud pada ayat (1) ada-lah :

a. menerima laporan p,engacluarr dari seeeorang tentang adanya tindak
pidana atas pelanggaran peratrrran daerah;

b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
c. menlnrruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal

diri tefsangka;
melakukan penyitaan henclii ;,rtau surat;
mengarnbil sidik jari clan memotret seseora-ng;
mem.a.nggil orang untuk <licle:rgar dan diperiksa sebagai tersangka ata.u
saksi; I

mendatangkan o-rang ahli yarrg diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghe:rtian i>.:nyedikan setelah mendapat petunjuk d,aripenyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti ir.tau peristiwa tersebut
menrpakan tindak pi<!ann dan selanjutnya melalui penyidik
memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangk" Lt".,,
keluarganya; dan/atau

i. melalnrkan tindakan lirirr menurut hukum yang dapat
dipertanggun gj awabka n .
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(3) Penyidik sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikal dan menyampaikan hasil penyidikannya kepa.da penuntltt urrrum
melllrri penyidik pejabit Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesr:ai
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-UndarlB Hukum Acara pidana
yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

3, Pasal 35

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagai*"rr" dimaksud dalam Pasal
15 dan Pasal 16, diancam dengan pidana kurtrngan paling lama 6 (enam)
bulan atan: denda paling banyak Rp 5O.OOO.OOO,OO (lima puluh juta rupiah).

(2) findak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3) Tindak pidana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pidarra.

sesuai ketentuan peraturan penrdang-undangan yang berlaku.

BAB XI

I(ETEI{TUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaktr pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tinror
Tengah Utara.

Ditetapkan di
tanggal 3O

TIMOR TEN

Ll
2018

f
SAU FERNANDES

Diundangkan*di Kefamenanr":.
3O Nopember 2018

R u'rARA,x.-

TAEK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2018NOMOR 8, NOMOR REGISTRASi PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 11 PERDATAHUN 2018.
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].'ENITING

KAWASAI\I TANPA ROKOK
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Dampak negatif penggunaein rokok pada kesehatan telah iama diketahui,
dan kanker paru merupakan penyebab kematian nomor satu di dunia,
disamping dapat menyebabkan serangan jantung, impotensi, penyakit darah,
enJisema, stroke, dan gangg:ra.n keha.neilan, dan janin ya:ng sebenarnya dapat
diccgah. Merokok rnenrgikan keschatan baik perokok itu sendiri mar:pr:n orarlg
laln dl rokltan'nyr yar:19 ttdak merokok (perokok pestfl. Perokok mernpunyai
resiko 2 (dua)- 4(empat) kali l:pat untuk terkena penyakit janhrng koroner dan
resiko lebih tinggi untuk kematian rnendadak.

Berbagai hasil penelitian menunjukan bahwa asap rokok justru lebih
berbahaya bagi perokok pasif, scnrentara zat adiktif y"rrg terkandung dalam
rokok bukanlah zat yang sama sekali dilarang penggunaannya dan aktivitas
merokok juga bukan aktivitas yaJag sama sekali dilarang secara hukum.

Perlindungan terhadap bahayer paparan asap rokok justnr lebih berbahaya
paparan asap rokok orang lain (pcrokok pasif) perlu dilakukan mengingat risiko
terkena penyakit kanker bagi perokok pasif 3Oo/o (ttga puluh persen) lebih besar
dibandingkan dengan yat)g tiCak terpapar asap rokok. Perokok pasif jttga
terkena. penyalcit lainya seperti perokok antara lain penyakit jantung iskemik
yang disebabkan oleh asap rokok.

Perlindungan terhadap ba.haya paparan asap rokok diperlukan untuk
pencapaian kecejahteraarr manusia agar terrrnrjud dan terpeliharanya derajat
keeehatari yang tinggi, karena keseha.tan menjadi kornponen penting dari
terca.painya kesejahteraan terseLrut sebagaimana dimaksud dalarn pasal 4
Undang - Ufidang Nomor 36 Tahun 2OO9 tEntang kesehatan, yang menegaskan
bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Unhrk mewujudkan derajat
keeehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, maka r"g"ri berkewajib-an
menyelenggaral<an upaya kesehatan ying t-rpadrr dan menyeluruh.

Guna menciptakan dan/atau menjaga udara yang berJih dan sehat sebagai
ha}< bagi setiap o-ratrg rneka diperlr-tlian kemauan, kosadaran, dan kemampuan
nraryarakat rrnttrk mencega.h darnpak negatif penggunaan rokok, baik langiungmaupun tidak langsung, maka perlu aiUuat suitu peratrrran daerah yan;
mengatur I(TR.

Peratrrra'n.Daerah tentang KTR ini rnengandung pokok-pokok pikiran sebaglai
berikut:
1' Pemerintah daerah melakukarl pengendaiian iklan dan sponsor produk

tembakau.
2' Pemerintah daerah menetapktin tempat-tempat tertentu sebagai KTR meliputi:

?. fe.silitas pelayanan kesehatnn;b. tempat proses belajar mengqjar;c. tempat anak bermain;

J



;. tempat ibadah;
e. angkutan umum;
f. tempat kerja;
g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

3. Untuk mdlaksanakan keten',uan pelanggaran merokok, maka di KTR wajib
dipasanrg tanda larangan rnerokok. Pemasangan tanda-tanda larangan
tersebut menjadi tanggungjawab pirnpinan atau penanggungjawab KTR.

4. Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan KTR dalam bentuk
penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksartaan,
dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan KTR dan keilmtsertaan dalam
kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan KTR melalui
pengawasan sosial.

5. Unttrk mendorong terselenggaranya KTR yang mampu memberikan
perlindungan bagi kesehatan lvarga masyarakat, maka Bupati melakukan
pembinaan atas penyelenggaraalr KTR serta melakukan upaya pengembangan
dalam rangka diverifrkasi pr.rc-luk tembakau yang penggunaannya al<an
rnernbawa rneunfaat bagi kesehta tan.

6. Dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan ketentuan tentang penjualan,
iklan, sPonaor, dan KTR, Kepala Daeratr menunjuk perangkat daerah yang
trrgas pokok dan fungsinya di bidang ketentraman dan ketertiban.

7. Perangkat daeratr yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketentraman dan
ketertiban melakukan koordinasi dengan pimpinan atau penar:Igglrngjawab
KTR.

8. Pimpinrrrit", penanggungjawab KTR wajib melakukan pengawasan terhad.ap
setiap orang yang merokok, rnemproduksi, menjual, mengiklankan, dan /atau
mempromosikan produk tembakau di KTR yang menjadi wilayah kedanya.

9. Pimpinan atanr penanggung jawab KTR dapat menunjuk petrrgas pengawas
yang dlb,eri kewenangan ktrrrerrs rrntrrk rnelakrrkan lrcngarrraoan di KTR yang
menj adi wilayah kerjanva.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 -
Culmp jelas.

Pasa1 2
hurtrf a asas kepentingan lmalitas kesehatan manusia

Penyelenggaraarr Kawasan Tanpa Rokok ditujukan untuk
kepentirrgan menjaga lnralita.s kesehatan manusia secara
keeelunrhan, baik perokok aktif maupun perokok pasif dan
masyarakat pada umumnya.

hurtrf b asas kemanfaatan umum.

Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus memberikan
manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan kesehatan
individu dan masyarakat. Di samping itu, penyelenggaraan
Kawasan Tanpa Rokok juga diarahkan untuk kepentingan
petani tembakau dan cengkeh serta kepentingan pekerja

+ pabrik produk tembakau temtama rokok.
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huruf c asas keterpacluan dan keserasian

Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan
secara seimbang Cengan memadukan berbagai unsur atau
mensinergikan l<omponen terkait, seperti kepentingan
kesehatan, licpentingan ekonomis, dan kepentingan
ketenagakerjann.

hurtrs d Asas Kelescarian dan Keberlanjutan

Setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab
- terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya

dalam satu generasi dengan melakukan upaya
mempertaharrkarn Kawasan Tanpa Rokok dan mencegah
terhadap perokok pemula.

Lruruf e Asas Partisipatif

Setiap anggota masyarakat masyaralrat didorong untuk
berperan aktif dalam proses pengambilan keputr:san dan
pelaksanaan Karvasan Tanpa Rokok,baik secara langsung

" maupun tidak laksung.

hurrf f Asas keseimbangan

Asas yang menempatkan pengaturan penyelenggaraan
Kawasan Tanpa Rokok traruslah dalarn keseirnbanga-rt
antara hak dan kewajiban, EralJpu.n masyarakat pada
umumnya,

huruf g Asas Keadilan.

Penyelengaraan Kawasan Tanpa Rokok harus
mencerrninkan keadilan secara merata ke sernua lapisan
masyarakat ,baik lintas generasi mauPun lintas gender.
Selain itu, penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok

: dimaksudkan agar masya-rakat mendapatkan udara yarlg
bersih dan sehat sebagai hak asasi manusia yar.g diah:r
dan diakui serta dilindungi dalam pasal 28}{ ayat (1)
Undang t)ndarrg Dasar 1945.

hurrrf h Aeas Perlindungun Hrakum.

Asas yang menjamin terlindungi secara hukum para pihak
yang terkajt dengan penyelenggera,en Kawasen Tanpa Rokok
dalarn rangka mewuJudkan hak atas kesehatan warga
masyarakat.

huruh i Asas keterbukaan dan Peran Serta. t

Asas yang mernbuka diri terhadap hak masyarakat untuk
memperoieh informasi yang benar, jujur, dan tidak
disl<riminatif tentang penyelenggeraan Kawasan Tanpa
Rokok serta asas yang membuka ruang.Bagi setiap setilp
anggota rrrasyarakat untuk berperan aktif dalam
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pengambilan keputusan dan pelaksanaan penyelenggaraan
Kawasan Tarrpa Rokok, baik secara langsung maupun tidak
langsuirg.

hurlf j Asas Akr-rnia.bilitasl

Asas yang rnenentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil
akhir penyelenggaraan Kawasan T.+pr Rokok harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada rnasyarakat sesuai dengan

t" ketentuan peraturan penrndang-undangan.

Pasa] 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Culrup jelas

Pasal 9
Huruf a *-

Yang d,imakeud dengan ubrantd im,age" terrnasuk dianta,ranya sernboyan
yang dapat dlgunal<an oleh rokok dan waraa yang dapat dtasoslaslknn
ocbe,gal clrl kher rokok yang beraanglstrtan.

Hunrf b
Cuk:up jelas.

Pasal 10
Yang dirnaksud denga.n kegiatan antara lain konser musik.

Pa.sal 11 *',
Culqrp jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Culnrp jelas.
Ayat (2)

16

Yarrg dimaksud- dengan uruang terbuka, adalah ruang yang salah satueieinya ti'da+ ada-.din-d'ing ataupun atapnya sehingg*"**.f rokok dapertlangsung keluar di udarJbebas.

Pasal 13
Cuhrp jelas



Pasal 14 *-'

Culnrp jelas

Pasal 15
Ayat (1)

Cukutp jelas
Ayat (2)

Bantuan dana yang dimaksud dalam ayat ini merupakan da na
ar:ggerran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yar.g berasal dari pos
saftran kerja daerah yang tugas pokok dan fungslnya berkaitan dengan
banhran yang diberikan, atau bantuan pihak ketiga yang dicatat dalarn
anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD).

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas,

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Culnrp jelas.

Pasal 2O
Cukup jelas.

Pasal 2 1

CuLup jelas.

Pasal22
Cukup jelas.

Pasal 23
ayat (1)

Ya-rrg di maksud dengan "rnedia h:ar rr.laragan" adal-1h segala.
bonda yang di leta-!<kan dt h:ar ruang ya.ng tidak digrrnakan
sebagai alat pezrunjang aktivitas proses produksi dan peredaran
rokok.
Media luar ruang tersebut antara Iain papan reklame, billboard,
baliho, poster, megatron, stiker, spanduk, umbr:l-r:mbu1, neon
box, lampu. hia.s, papan narrra, balon r:dara, gerobak, nrrrrah,
gardu, tempat ojek, tenda, bus, mobil, motor, halte, dan sarung
bar.r.

Pasal 24 :

Culn:p jelas.
Pasal 25

Culorp jelas.
Pasal 26

Cukup jetas.
Pasai 27

Culnrp jelas.
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Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cuhrp jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Culmp jelas

Pasal 36
Cukup jelas

TA.IVIBAHAN IEMBARAN DAE,RAH KABUPATEN TIM,R TENGAH UTARA NoMoR
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